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Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk memberikan dana 
operasional non personalia untuk satuan Sekolah Dasar sebagai pelaksana 
Pendidikan wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL dalam 
mengawasi Program BOS di SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengawasan Program 
BOS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan Hasil dari pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi  bahwa hasil penelitian menunjukan 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL kurang 
optimal. Hal ini disebabkan pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh kesetiap 
sekolah terkhusunya pada SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh Pihak Dinas 
Pendidikan kabupaten INHIL tidak melakukan kunjungan langsung untuk melakukan 
pengawasan. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan BOS 
yang terdiri dari faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yaitu 
kedisiplinan, semangat pelaksana dalam melakukan pengawasan, dana insentif, dan 
ketaatan pada aturan. Sedangkan faktor penghambat yaitu komunikasi yang kurang 
antar pelaksana, kemudian waktu dan jarak, serta kurangnya jumlah SDM yang 
melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang harus diawasi dapat 
dikatakan cukup banyak. 
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1.1. Latar Belakang Masalah  
Indonesia telah mengatur dalam dunia pendidikan agar memajukan dan 
meningkatkan kualitas pendidikan dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa 
setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun  wajib mengikuti pendidikan dasar. 
Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib 
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat 
pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat. 
Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ketika terbit UU 
Otonomi Daerah tahun 2001, dilaksanakan desentralisasi yang di antara wujudnya 
adalah penyerahan urusan pendidikan (sekolah) kepada pemerintah 
kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya mengurusi SNPK (standar, norma, 
prosedur, kebijakan). Urusan 3M (man, money, material) sumber daya manusia, 
anggaran, dan aset diserahkan kepada pemerintah daerah.Peran provinsi terkait hal 
ini, yaitu bertindak sebagai koordinator. 
Kemendikbud mengungkapkan Selama empat tahun pelaksanaan otonomi, 
banyak sekolah di hampir seluruh tanah air tidak terurus dengan baik, proses 
belajar mengajar (PBM) berjalan seadanya, serta fasilitas sekolah banyak yang 
rusak. Hal ini terjadi di antaranya karena sekolah kekurangan biaya operasional 
karena pemerintah daerah tidak memberikan anggaran yang cukup, bahkan ada 




apapun kondisinya, proses belajar mengajar harus tetap berjalan. (Didik Suhardi, 
Ph.D., Direktur PSMP Kemdiknas (2008–2015) dan Sekretaris Jenderal 
Kemdikbud (2015–2019),https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/sejarah-
dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia) 
Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi disekolah nantinya, akhirnya 
masyarakat yang menjadi sasaran. Sekolah menarik dana dari masyarakat 
sehingga mereka terbebani. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sekolah 
sekolah dilingkungan kurang mampu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Proses 
belajar mengajar berjalan apa adanya. Implikasinya kualitas pendidikan pun 
menurun.  
Karena banyaknya keluhan baik dari sekolah maupun masyarakat bahkan 
dari Dinas Pendidikan sendiri, mengacu pada ayat 3 pasal 34 Undang Undang No 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasanya DPR dan 
pemerintah sepakat menganggarkan berbagai bentuk bantuan demi 
keberlangsungan penerus bangsa dalam bidang pendidikan  Salah satu bantuan 
yang diberikan oleh pemerintah adalah Bantuan Dana Operasional Sekolah (Dana 
BOS) hal ini sesuai dengan kebijakan Dana BOS yang sejalan dengan Surat 
Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ./2006 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Bendahara Atau Penanggung 
Jawab Pengeloaaan Penggunaan Dana BOS Dimasing-masing Unit Penerima 
BOS. 
Menurut menteri pendidikan dan kebudayaan Dana Operasional Sekolah 




pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah sebagai pelaksana program 
wajib belajar. Program dana BOS dimulai sejak bulan juli 2005 (yang saat itu 
Dirjenya Prof. Suyanto, ph.D) yang berperan dan sangat baik dalam mempercepat 
pencapaian program wajib belajar Sembilan tahun yang diusung pemerintah. 
Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang 
bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.  
Menyikapi hal diatas sebagai upaya dalam membantu pemerintah 
mewujudkan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun tersebut. Dinas 
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) ikut serta dalam membantu dalam penyaluran dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) yang telah disediakan oleh pemerintah pusat untuk 
diberikan atau disalurkan kesekolah-sekolah di Kabupaten INHIL yang telah 
terdaftar sebagai calon penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal 
ini sesuai dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasioanl 
Sekolah Bahwa Untuk Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan Sebagai Salah 
Satu Prioritas Pembangunan Nasional, Perlu Mendorong Pemerintah Daerah 
Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Bagi Masyarakat Melalui Pengalokasian 
Dana Bantuan Operasional Sekolah 
Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung oleh Kemendikbud 




(RKUD) secara triwulan (Tiga Bulan) kepada sekolah baik negeri maupun swasta 
yang telah terdaftar sebagai calon penerima BOS sesuai pelaporan Data Pokok 
Pendidikan (DAPODIK)  oleh pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan kabupaten 
Indragiri Hilir. Ukuran dana BOS persekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta 
didik disekolah di kalikan dengan satuan biaya yang telah di tetapkan untuk tiap 
jenjang pendidikan. 
Peneliti memperoleh data dari Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL 
bahwasanya ada 20 kecamatan yang sekolahnya baik Negeri maupun Swasta 
mendapatkan Dana BOS  yaitu Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, 
Tempuling,  Kempas, Enok, Kuandri Concong, Gaung Anak Serka, Reteh, 
Mandah, Keritang, Kemuning, Kateman, Pulau Burung, Tanah Merah, Gaung, 
Sungai Batang, Pelangiran, Teluk Balengkong. 
Berikut ini data jumlah Sekolah Dasar penerima BOS yang ada di 
Kabupaten Indragiri Hilir; 
Tabel I.1 Jumlah Sekolah Dasar penerima Dana BOS Seluruh Kabupaten 
Indragiri Hilir 
Nama Kecamatan di 
Kabupaten Idragiri Hilir 
Jumlah SD Negeri Jumlah SD Swasta 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Batang Tuaka  22 22 22 1 1 1 
Concong 14 14 14 - - - 
Enok 34 34 34 3 4 4 
Gaung 25 25 25 3 2 3 
Gaung Anak Serka 21 21 21 1 1 1 
Kateman 22 22 22 3 3 3 
Kempas 22 22 22 1 1 1 
Kemuning  21 21 21 2 2 2 
Keritang  35 35 35 7 7 7 
Kuala Indragiri 21 21 21 - - - 
Mandah 44 44 44 3 3 3 
Pelangiran 19 19 19 4 6 6 




Reteh 33 33 33 4 4 4 
Sungai Batang  9 9 9 - - - 
Tanah Merah 22 22 22 - - - 
Teluk Balengkong 13 13 13 4 4 4 
Tembilahan  33 33 33 4 4 4 
Tembilahan Hulu 19 16 16 - - - 
Tempuling  29 29 29 - - - 
Total  520 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 2019 
 Dari data diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan Sekolah 
Dasar dilihat dari tiga tahun terakhir jumlah penerima BOS yang ada di 
kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 520 sekolah. Yang mana terdiri dari 
sekolah dasar baik Negeri maupun Swasta . 
Kemudian berikut ini data yang peneliti dapatkan mengenai jumlah 
dana yang di alokasikan kepada sekolah Dasar penerima BOS perkecamatan 
di Kabupaten Indragiri Hilir; 
Tabel I.2 Jumlah Alokasi Dana BOS di Kabupaten Indragiri Hilir 
Nama Kecamatan di Kabupaten 
Idragiri Hilir 
Jumlah Alokasi Dana BOS  




Gaung Anak Serka 1.878.400.000 
Kateman 3.747.200.000 
Kempas 3.657.600.000 
Kemuning  4.654.400.000 
Keritang  4.695.200.000 
Kuala Indragiri 1.587.200.000 
Mandah 3.344.800.000 
Pelangiran 3.620.800.000 
Pulau Burung 1.864.000.000 
Reteh 2.519.200.000 
Sungai Batang  664.800.000 
Tanah Merah 1.866.400.000 
Teluk Balengkong 1.352.800.000 
Tembilahan  6.742.800.000 




Tempuling  3.228.800.000 
TOTAL  57.512.600.000 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 2019 
Dari data yang penulis peroleh berikut ini adalah data jumlah Alokasi 
Dana BOS yang telah tersalurkan pada sekolah Dasar di kabupaten INHIL yang 
telah terdaftar sebagai penerima Dana BOS. Dapat dilihat tiap perkecamatan 
jumlah Dana yang diterima Tidak sama karena terdapat perbedaan di tiap 
kecamatan pada jumlah sekolah serta jumlah peserta didik. Sedangkan  penglokasi 
dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik disekolah di kalikan dengan 
satuan biaya yang telah di tetapkan untuk tiap jenjang pendidikan. 
Tabel 1.3 Alokasi Dana BOS pada SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh 




2017 2018 2019 




Alokasi Dana BOS 
yang Diterima 
Rp. 173.600.000 Rp. 167.200.000 Rp. 157.600.000 
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 
Pelaksanaan dana BOS dalam pengalokasian di SDN 009 Pulau Kijang 
Kecamatan Reteh, yaitu dengan mengisi pendataan dalam sistem data pokok 
pendidikan (Depodikdasmen) lalu menggirimkannya ke Dinas Pendidikan 
Kabupaten INHIL. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah jumlah 
siswa pada SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh pada tahun 2017 adalah 
sebanyak 217 murid dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp. 173.600.000 
kemudian pada tahun 2018 sebanyak 209 murid dengan total dana BOS yang 




siswa dengan total penyaluran dana yang diterima sebesar Rp. 157.600.000. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2019 jumlah dana BOS yang didapatkan oleh SD adalah sebesar 
Rp.800.000-. Jadi jumlah dana BOS yang didapatkan SDN 009 Pulau Kijang 
Kecamatan Reteh adalah 197 X Rp.800.000-sama dengan Rp. 157.600.000-. 
untuk tahun 2019. Untuk setiap triwulan SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh 
mendapat pencairan dana BOS sebesar Rp. 39.400.000-, karena mekanisme 
perhitungannya pada tahun 2019 adalah jumlah rata-rata dana BOS yang 
didapatkan dalam satu tahun dibagi empat triwulan menjadi Rp.39.400.000.- 
Sesuai dengan Juknis dana BOS hanya bisa digunakan oleh sekolah-
sekolah penerima untuk membiayai komponen-komponen berupa Pengembangan 
Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan 
Ekstrakurikuler, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, 
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan 
Manajemen Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan 
Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor, Pembelian/Perawatan Alat 
Multi Media Pembelajaran.  
Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional 
sekolah (Permendikbud No.76 Tahun 2012). Namun dalam kenyataannya masih 
ada kasus-kasus pada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan dana BOS 
untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditentukan tersebut hal ini 
berdasarkan temuan peneliti dari studi studi literature seperti isu isu yang 
ditemukan peneliti Natalia Sumual dkk dengan judul jurnal Fungsi Pengawasan 




di SDN 04, SDN 21 dan SDN 100 Kota Manado) isu isu nya yaitu seperti: 
membayar insentif guru, uang transport guru, perjalanan dinas pimpinan 
sekolah/guru ke luar daerah, rehabilitasi gedung sekolah, membiayai kegiatan 
penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah seperti perayaan hari 
besar nasional, acara keagamaan, dan lain-lain, dan membiayai kegiatan yang 
tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding, studi tur dan sejenisnya. 
(Sumual, 2017) 
Berdasarkan observasi dilapngan dan hasil wawancara peneliti dengan 
beberapa guru di SDN 009 Pulaukijang bahwa Kasus lain yang peneliti temukan 
yaitu pada SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh bahwa dana BOS tidak di 
alokasi kan untuk gaji honorer guru padahal sesuai juknis telah di tetapkan bahwa 
dari total dana bos yang diterima harus dialokasikan sebesar 30%  untuk 
pembayaran honor bulanan guru atau tenaga kependidikan dan nonpendidikan. 
Para guru di SD tersebut di perintah oleh kepala sekolah untuk iyuran  membeli 
dasar baju muslim yang nantinya diberikan kepada murid murid baru pada tahun 
ajaran baru. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah agar banyak murid baru yang 
mendaftar sekolah di SDN  009 Pulau Kijang tersebut agar pengalokasian dana 
BOS di sekolah bnyak di dapatkan Karena Alokasi dana BOS dihitung 
berdasarkan jumlah peserta didik disekolah di kalikan dengan satuan biaya yang 
telah di tetapkan untuk tiap jenjang Pendidikan serta adanya pembangunan 
sekolah bongkar habis sedangkan berdasarkan juknis untuk pengelolaan sekolah 
dana BOS hanya diperbolehkan untuk merehab bagian sekolah yang rusak. 




tingkat sekolah dasar tersebut dapat disebabkan oleh faktor terkait, seperti faktor 
kurangnya atau lemahnya fungsi pengawasan.  
Untuk itu Perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  program 
dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai instansi yang paling 
dekat untuk melakukan pengawasan serta peran dalam melakukan pengawasan 
agar mengedepankan prinsip good governance. Dinas Pendidikan sebagai salah 
satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi pengawasan di dalam 
menjalankan program BOS. Seperti dijelaskan dalam Petunjuk Tekis (JUKNIS) 
BOS yaitu pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan 
fungsional dan pengawasan masyarakat. Terkait dalam penelitian ini pengawasan 
yang dilakukan Dinas Pendidikan mengenai dana BOS termasuk pada 
pengawasan melekat. Yang mana pengawasan melekat adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di 
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam 
program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh OPD yaitu oleh 
Pendidikan Kabupaten INHIL kepada sekolah yang mana pada Dinas Pendidikan 
telah ditetapkan tim pengawas dalam mengawasi pelaksanaan program Dana BOS 
ini. 
Berdasarkan data dan fenomena fenomena dan keterangan diatas yang 
peneliti dapatkan menunjukan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan 
terhadap Pelaksanaan Program Dana BOS di sekolah. Untuk itu peneliti merasa 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul : ” PELAKSANAAN 




(BOS) OLEH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
(Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh”). 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah. maka 
permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah  
1. Bagaimanakah  Pelaksanaan Pelaksanaan Program BOS yang dilakukan 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 
Pulau Kijang Kecamatan Reteh)? 
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pengawasan 
Program BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri 
Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh)? 
1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
1. Untuk mengetahui Pengawasan  yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengawasi Pelaksanaan Program  BOS 
(Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh) 
2. Serta  untuk mengetahui  Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan Pengawasan  
Program  BOS (Studi Kasus SDN 009 Pulau Kijang Kecamatan Reteh) 
1.4 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah :  
1. Secara akademis 




dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang 
menggunakannya.  
2. Bagi Penulis 
 berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam 
melatih penulis dalam menerapkam teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan 
3. Bagi objek penelitian 
Hasil dari penelitian diharapkan sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak 
kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik lagi. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 
membagi kedalam VI Bab. Dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu 
sebagai berikut :  
BAB I : Pendahuluan 
Dalam bab ini menuraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan  
BAB II : Landasan Teori 
Pada bab ini menguraikan tinjauan mengenai arti mengawasi, pengertian dana 
BOS, dan tentang penyaluran dana BOS 
BAB III : Metode Penelitian  
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber 







BAB IV : Gambaran Umum  
Lokasi Penilitian Pada bab ini berisi gambaran umum tentang objek yang akan 
diteliti, dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti kondisi geografis, 
gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi penelitian  
BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan tentang 
Pelaksanaan pengawasan program bantuan operasional sekolah (BOS) oleh Dinas 
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 
BAB VI : Penutup  
Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang 




















Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah 
pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu 
sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.  George R Terry 
berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, dalam Tulisan 
Heru Wicaksono  artinya : “control is to determine what is accomplished, evaluate 
it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the 
plan”. (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan 
menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) 
(Wicaksono, 2019, p. 17) 
S.P. Siagian (2004:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari proses 
pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 
yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
S.P.Siagian (2004:40) mengawasai berarti mengamati dan memantau dengan 
berbagai caraseperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional 
dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan 
operasional sedang berlangsung. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah 
dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan 
program yang telah ditentukan sebelumnya. 
S.P. Siagian (2003:253) pengawasan adalah keseluruhan upaya 
pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai 
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kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelunya. Adapun 
pengawasan yang dilakukan dengan cara : 
1) Pengawasan langsung  
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan 
terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. 
Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas 
dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di 
tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. 
Hal ini dilakukan dengan inspeksi. 
2) Pengawasan tidak langsung 
Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan 
oleh bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan. pengawasan tidak 
langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari 
pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan 
sebagainya tanpa on the spot.  
3) Pengawasan Preventif dan Represif  
Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. 
Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai 
terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang 
bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang 
bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.  
Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa 
penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah 
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baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD 
maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan 
terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan 
perundangundangan yang lainnya.  
4) Pengawasan Internal dan Eksternal  
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam 
organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan 
fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah 
daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk 
melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian 
dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, 
Inspektorat Kabupaten/ Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah 
pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Sujamto (2004:12) pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk 
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas 
atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. 
Winardi (2003:15) tindakan pengawasan itu harus mendeterminasikan apa 
yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan jika perlu menerapkan 
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. 
Menurut Kansil (2002:12) Pengawasan itu sangat penting sekali untuk 
menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan terencananya pembangunan 
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pada umumnya, dalam organisasi pemerintah pengawasan adalah suatu usaha 
untuk menjamin : 
1) Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat. 
2) Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil 
guna. 
Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi 
mencakup, dan melingkupi tujuan organisasi, hal tersebut akan mempengaruhi 
sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh 
seorang manajer. Menurut Handoko (2009:373), untuk menjadi efekitf, sistem 
pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah 
bahwa sistem seharusnya : 
1. mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar  
2. tepat waktu  
3. dengan biaya yang efektif  
4. tepat-akurat  
5. dapat diterima oleh yang bersangkutan.  
Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif 
pengawasan. karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih 
diperinci sebagai berikut :  
1. Akurat yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data 
yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi 
mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan 
masalah yang sebenarnya tidak ada.  
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2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi 
secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.  
3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat 
obyektif serta lengkap.  
4. Terpusat pada titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus 
memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan 
penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan 
mengakibatkan kerusakan paling fatal.  
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus 
lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari 
sistem tersebut.  
6. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau 
harmonis dengan kenyataan- kenyataan organisasi.  
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus 
terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari 
proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan 
operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh 
personalia yang melakukannya.  
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan 
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari 
lingkungan.  
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif 
harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan 
koreksi apa yang seharusnya diambil.  
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10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu 
mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan 
mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. 
Mucshan dalam bukunya (Irfan Fachrudin, 2004: 55) dalam tulisan 
wicaksono berpendapat sebagai berikut: “pengawasan adalah kegiatan untuk 
menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan 
hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 
dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian 
tersebut dapat dijelaskan apabila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang 
berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. 
(Wicaksono, 2019, p. 17) 
Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari 
kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga 
harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, 
akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari 
perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang 
dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 
kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien bahkan melalui 
pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau 
evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. 
Pengawasan juga dapat mendekati sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan 
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dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja 
tersebut.  
2.1.1     Administrasi Pengawasan  
Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang 
melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi kontrol intern (internal control) 
dan kontrol ekstern (external control). Kontrol intern adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural adalah masih termasuk 
organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya, pengawasan yang dilakukan 
oleh pejabat atasan terhadap bawahanya secara hierarkhis. Kontrol ekstern adalah 
pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organisasi secara struktur organisasi 
berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.  
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat 
kecocokan dan menentukan ketidakcocokkan yang muncul dalam konteks 
membangun manajemen pemerinth publik yang dicirikan Good Governance (tata 
kelola pemerintahan yang baik). Pengawasan merupakan aspek penting untuk 
menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini 
pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan Good Governance itu 
sendiri.  
Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah nomor 79 tahun 
2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah 
daerah menyatakan bahwa : “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah adalah proses berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan” Selain dari undang-undang diatas, 
pengertian pengawasan dapat dilihat pula dari penjelasan beberapa ahli, seperti 
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pengawasan menurut Halim Abdul dan Theresia Damayanti (2007 : 44) 
menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi 2 (dua) yaitu :  
1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan 
langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah 
terhadap bawahannya  
2. Pengawasan fungional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional 
APBD yang meliputi BPKP, ITWILPOP,ITWILKAB/KOTA 
2.1.2  Pelaksanaan Pengawasan  
Menurut Robert J Mocler Pengawasan Yaitu usaha sistematik menetapkan 
standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi 
umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan 
mengukur deviasi deviasi dan mengambil Tindakan koreksi yang menjamin 
bahwa semua sumberdaya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan 
efisien. 
Dalam Proses Pengawasan J. Mockler (2003: 45) membagi langkah dalam 
proses pengawasan menjadi (4) empat tahap yaitu sebagai berikut :  
1) Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja.  
Penetapan standar dan metode untuk pengukuran kinerja bisa mencakup 
standar dan ukuran segala hal, mulai dari target penjualan, produksi 
sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin 
efektivitas langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam 
bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan.  
2) Mengukur kinerja/mengukur kegiatan yang dilakukan.  
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Langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut, dengan 
frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.  
3) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.  
Membandingkan kinerja adalah membandingkan hasil yang telah diukur 
dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja sesuai 
dengan standar yang ditetapkan, maka manajer berasumsi bahwa semua 
berjalan lancar. Mereka tidak perlu aktif mengintervensi dalam organisasi.  
4) Melakukan tindakan koreksi.  
Langkah ini diambil jika kinerja dinilai tidak mencapai standar. Tindakan 
pembenahan dapat berupa perubahan pada sebuah atau beberapa kegiatan 
dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya.  
2.1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan  
Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak 
lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya 
selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan 
dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang (1998: 22) maksud 
pengawasan adalah untuk :  
1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.  
2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 
yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.  
3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 




4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.  
5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 
dalam planning, yaitu standar.  
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan tugas umum pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan 
segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak di dalam 
pemerintahan apakah telah dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif serta 
mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang 
lebih baik.  Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan Menurut Situmorang 
(1998: 26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah : 
1) Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh 
suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna 
serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali 
dalam wujud pengawasan masyarakat (social control) yang obyektif dan 
bertanggung jawab.  
2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, 
timbulnya disiplin kerja yang sehat.  
3) Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas fungsi atau kegiatan, 
timbulnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah 
dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela 
terhadap masyarakat dan ajaran agama. 
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 Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan 
fungsional, dan pengawasan masyarakat.  
1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing 
instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, 
kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS 
adalah pengawasan yang dilakukan oleh OPD yaitu Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota kepada sekolah.  
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud 
serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan 
melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau 
permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah 
kewenangan masing-masing.  
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan 
diaudit. 
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan 
kewenangan.  
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan 
program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan 
masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan 
Pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu: 





2.2 Kebijakan Publik 
Secara umum kebijakan publik bisa di artikan sebagai suatu ketetapan 
yang di pilih untuk di ambil. Thomas R. Dye, mengemukakan bahwa kebijakan 
publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 
dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan 
sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi 
semua tindakan pemerintah, jadi semata-mata merupakan pernyataan keinginan 
pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Herbani Pasolong, 2010:39). 
 Secara definisi, menurut (Woll dalam Hessel, 2003:2) kebijakan publik 
adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, 
baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. 
Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, 
adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan ketiga, 
adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat 
2.2.1 Proses Kebijakan Publik 
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas 
intelektualyang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas 
poli-tis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusu-nan 
agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecast-ing, 
rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Berikut ini analisis 
tahap kebijakan  
1) Perumusan Masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi-
kondisi yang menimbulkan masalah 
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2) Forecasting (Peramalan) : Memberikan informasi mengenai 
konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, 
termasuk apabila tidak membuat kebijakan. 
3) Rekomendasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai manfaat 
bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif 
kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. 
4) Monitoring Kebijakan : Memberikan informasi mengenai konsekuensi 
sekarangdan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan 
termasuk kendala-kendalanya 
5) Evaluasi Kebijakan : Memberikan informasi mengenai kinerja 
2.3 Pengertian Dana BOS  
Bantuan Operasional sekolah yang selanjutnya disingkat BOS 
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 
Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan 
pendanaan biaya Operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang 
bersumber dari alokasi dana nonfisik. Dengan BOS siswa diharapkan dapat 
memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 (Sembilan) tahun. Sasaran 
program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik negeri maupun Swasta 
diseluruh provinsi Indonesia.  
Menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan 
pendidikan, biaya personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan 
habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, 
pemeliharan saran dan prasarana , uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan 
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lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayan investasi dan personalia 
yang diperoleh dibiayai oleh dana BOS. 
 Lain halnya dengan peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009 BOS 
adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan 
pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai 
pelaksanaan program wajib belajar.  
2.3.1 Fungsi Dana BOS  
Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS antara 
lain adalah :  
1. penerimaan peserta didik baru 
2. pengembangan perpustakaan 
3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler 
4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran 
5. Pengelolaan Sekolah 
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 
7. langganan daya dan jasa 
8. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 
9. penyediaan alat multimedia pembelajaran 
10. pembayaran honor 
 
2.3.2 Tujuan Dana BOS 
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 




1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeridan 
SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah  
2. Membebsakan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan 
dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta  
3. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. 
2.3.3  Sasaran Dana BOS  
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, 
SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta 
di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok 
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, 
juga harus memiliki izin operasional. Ukuran besar dana BOS yang diterima oleh 
sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya 
yaitu SD/SDLB sebesar RP. 800.000,-/Peserta didik pertahun. Rp1.000.000,00 
(satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) 
tahun; 
Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap 
(fix cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung padajumlah peserta didik, 
maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah 
peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut 
adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam 
puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.  
Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 (enam puluh) 
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  
1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah 
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didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
2. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB  
3. M Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya 
tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya  
4. khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional 
minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh 
peserta didik.  
Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang 
baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria sebagai berikut:  
1. sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal  
2. sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun  
3. sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak 
berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat 
alternatif sekolah lain di sekitarnya yang masih dapat menampung peserta 
didik  
4. sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik 
dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus 
tersebut  
5. sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.   
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme 
pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah –langkah sebgai berikut:  
1. tim manajemen BOS kabupaten/kota memverfikasi sekolah yang akan 
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mendapatkan kebijakan khusus tersebut  
2. Tim manajemen BOS kabupaten/kota merekomendasikn sekolah kecil 
penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada tim manajemen 
BOS provinsi dengan dilampiri daftar sekolah dan jumlah peserta didik 
berdasarkan DAPODIKDASMEN  
3. Tim manajemen BOS provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil 
berdasarkan surat rekomendasi dari tim manajemen BOS kabupaten/kota 
apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 
2.3.4  Mekanisme Penyaluran Dana BOS  
Dana BOS disalurkan dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke 
rekening kas umum daerah (RKUD) secara triwulan (Tiga Bulan) dengan 
ketentuan sebagai berikut  
1. Triwulan I (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga 
dibulan januari  
2. Triwulan II (April-Juni) dilakukan paling lambat pada 7 (Tujuh) hari kerja 
pada awal bulan april  
3. Triwulan III (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja 
pada bulan juli  
4. Triwulan IV ( Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari 
kerja pada awal bulan oktober  
Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (Wilayah 
terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (Semesteran) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
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1. Semester I (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di 
januari 
2. Semester II (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja 
pada awal bulan juli  
Selanjutnya bendahara umum daerah (BUD) harus 
menyerahkan/menyalurkan dana BOS kesekolah paling lambat 7 (Tujuh) hari 
kerja setelah dana diterima di RKUD. Beberapa ketentuan tambahan terkait dengn 
masalah penyaluran dana BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah 
sebagai berikut :  
1. Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu kesekolah 
lain setelah pencairan dana triwulan sedang berjalan. Maka dana BOS 
peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah yang 
ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan 
untuk pencairan triwulan berikutnya  
2. Jika terjadi kelebihan salur dilakukan BUD kesekolah akibat kesalahan 
data pada triwulan I (satu) s/d triwulan III (tiga) maka sekolah harus 
melakukan revisi data pada DEPODIKMEN agar sesuai dengan jumlah 
peserta didik yang disekolah. Terhadap kelebihan yang tercatat dalam 
DAPODIKMEN, tim manajemen BOS provinsi melakukan pengurangan 
dana BOS disekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya. 
Sementara kelebihan yang tidak tercatat dalam dokumen harus 
dikembalikan oleh sekolah ke RKUD  
3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan IV (empat) maka sekolah harus 
mengembalikan dana tersebut ke RKUD  
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4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah, maka 
sekolah harus melakukan revisi data pada DAPODIKMEN agar sesuai 
dengan jumlah peserta didik rill di sekolah, sehingga tim manajemen BOS 
provinsi dapat menghitung kekurangan salur tersebut. Apabila dana BUD 
masih mencukupi kekurangan salur tersebut maka bisa langsung 
diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka tim 
manajemen BOS provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada tim 
manajemen BOS pusat melalui laporan BOS-K9 untuk disampaikan ke 
kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan  
5. Bila mana terdapat sisa dana disekolah pada akhir tahun anggaran, maka 
dana tersebut tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan 
sekolah sesuai dengan program sekolah 
6. Penyaluran dana BOS kesekolah (termasuk penyaluran dan cadangan 
untuk mencakupi kekurangan salur disekolah) tidak boleh melewati tahun 
anggaran berjalan  
Pengalokasian/ pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:  
1. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah 
melalui tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana 
BOS tiap provinsi  
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manejemen BOS pusat 
membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA) provinsi  
3. Tim manejemen BOS provinsi dan tim manejemen BOS kabupaten/kota 
melalui verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai sebagai 
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dasar dalam menetapkan alokasi ditiap sekolah  
4. Tim manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang tersedia 
menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang 
menerima BOS ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan 
kabupaten/kota dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani 
dilampirkan daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang bersedia 
menerima BOS harus menandatangai surat perjanjian pemberian bantuan  
5. Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengirim SK alokasi BOS dengan 
melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke 
bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS. 
2.4 Pandangan Islam  
Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan 
berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia di permukaan bumi, 
sementara ini Allah telah menurunkan petunjuk-petunjuk guna menjaga dan 
mengarahkan budaya tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan dan 
manusia itu sendiri.  
Pendidikan islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan 
membimbing, mengarah anak atau peserta didik agar dapat meyakini, memahami, 
menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam . karena itu, pendidikan islam 
merupakan pendidikan yang ideal, pendidikan yang menyelaraskan antara 
pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan 
masyarakat, serta kebahagiaan dunia akhirat.  
Islam adalah agama yang sangat mementingkan dan menggalakkan 
umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan al-quran telah memainkan peranan yang 
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cukup penting dalam pembinaan umat islam untuk terus belajar dan belajar serta 
sering menyelidiki suatu permasalahan. Permasalahan ini dibuktikan didalam 
wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasullalh SAW yang firman Allah yaitu 
kedalam surat Al-Alaq ayat 1-5 
ْوَساَن ِمْه َعلَق َۚ    ١اِْقَزْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذْي َخلََقَۚ ﴿العلق َز ُۙ      ٢ِ﴿العلق َخلََق اْْلِ ْْ َربكَك اْْلَ َ ﴿العلق: الَِّذْي َعلََّم  ٣ْقَزْأ 
﴿العلق: ْوَساَن َما لَْم ٌَْعلَْمْۗ ﴿العلق: ٤بِاْلقَلَِم  ٥َعلََّم اْْلِ   
1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
Ayat ini memberikan isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang 
pendidikan. Perkataan iqra‟ (bacalah) yang disebutkan oleh malikat Jibril berulang 
kali kepada Rasullulah SAW menegaskan supaya manusia belajar, mengkaji dan 
mencari ilmu.  
Menurut Ki Hajar Dewantara ada “Tri Pusat Pendidikan” yaitu pelaksana 
pendidikan pelaksanaan pendidikan yang terbagi menjadi 3 jalur yakni :  
1. Jalur pendidikan dalam lingkungan keluarga, disebut juga jalur informal. 
Didalam lingkungan inilah dasar pertama seorang anak dipelihara dan di 
didik serta menerima nilai-nilai ditanamkan kepadanya  
2. Pendidikan dalam lingkungan sekolah, juga disebut jalur formal. Dalam 
lingkungan ini mereka berkumpul dengan umur yang hampir sama dengan 
taraf pengetahuan yang kurang lebih sederajat dan secara sekaligus 
menerima pelajaran yang sama  
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3. Pendidikan dalam lingkungan masayarakat, disebut juga jalur non formal. 
Dalam lingkungan ini, mereka mendapatkan berbagai pendidikan yang 
berasal dari berbagai pihak seperti tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk 
yang berasal dari realita sekitarnya secara berkesinambungan  
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, islam sangat menekankan 
umatnya untuk belajar dan tahu (bependidikan). Hal ini bisa dibuktikan dengan 
banyaknya seruan untuk belajar yang dapat dilihat dalam al-quran, hadist, dan 
ibadah-ibadah umat terdahulu. Bagaimana tidak perlu diragukan lagi bagaimana 
islam begitu menganggap pentingnya terhadap ilmu pengetahuan. Dalam islam, 
kedudukan bagi orang yang berpendidikan terutama pendidikan sangat 
dimuliakan.  
Islam adalah agama yang universal, integral dan menyempurnakan bagi 
semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya allah swt jauh-jauh 
sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk mengatasi 
berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, konsep tersebut dinamakan 
muraqobah. muraqobah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia 
merupakan sistem pengawasan dari bagi individu bukan hanya sebatas dalam 
kaintannya dengan aspek-aspek materi keduniaan belaka, namun jauh menembus 
batas dan kemampuan dengan nilai-nilai keabadian dan kekuatan yang berada 
diluar kemanusiaan dan kealaman itu sendiri. Adapun ayat al-quran yang 
berhubungan dengan pengawasan yaitu : 
ْم رقٍبا   ٍْك   إنَّ هللاَ ْاّن َعلَ




ٍْبا   ء  َرقِ ًْ ْ لِّ َش  َْاّن هللا  َعلى 
Artinya : “Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu” (QS al-
Ahzaab:52). 
ْ لِّ  ٍِْهْم،َأْوَت َعلَى  ٍَْب َعلَ قِ ْىَت أْوَت الزَّ  ْ ٍْتَىًِ  ا تَىَفَ ٍِْهْم، فَلَمَّ ْمت  فِ ٍْدا  ما د  ٍِْهْم َشِه ْ ْىت  َعلَ ٍْد  َ ء  َشِه ًْ   َش
Artinya :“Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di 
antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah Yang 
Maha Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala 
sesuatu” (QS al-Maa-idah:117). 
Maka Bertakwalah kepada Allah dalam keramaian maupun saat sendirian. 
Dalam kondisi terlihat maupun tak terlihat. Karena Allah Rab kita Maha Melihat 
dan Maha Mengetahui. Tak ada yang tersembunyi darinya walaupun sebesar 
dzarrah sekalipun. Baik di langit maupun di bumi. Bahkan yang lebih kecil dari 
itu, apalagi yang lebih besar. Tidak ada yang luput. Dia mengetahui sesuatu yang 
lebih tersembunyi dari rahasia. Allah Jalla wa „Ala akan tetap menghisab kita.  
Dengan begitu jika dikaitkan dengan judul penelitian ini maka hendaknya 
dalam melakukan tindakan apapun haruslah bersikap jujur hindari tindakan 
menyimpang  seperti hal nya dengan adanya program bantuan operasional BOS 
ini hendaknya di gunakan dan dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kepentingan 
tertentu sesuai undang undang peraturan yanmg telah ditetapkan. 
Karena setiap tindakan tentunya akan ada yang mengawasi seperti halnya 
program pelaksanaaan bantuan operasional bos ini agar tidak terjadi 
penyimpangan serta kesalahan kesalahan yang tidak diinginkan yang nantinya 
akan merugikan orang banyak maka diadakannya pengawasan oleh Dinas 
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Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Allah SWT mengetahui mata-mata yang 
khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah memberi tahu kita 
bahwa Dia senantiasa mengawasi kita dalam setiap kesempatan dan keadaan.  
Seperti yang telah dijsebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 235) : 
ي   َۡ ۡم فَاۡحَذر  َ ٌَۡعلَم  َما فِۡىٓۡ اَۡوف ِسك 
ا اَنَّ هللّاه ۡوٓۡ اۡعلَم  م  ؕ َ ٍۡ ف ۡور  َحلِ َ  َ
ا اَنَّ هللّاه ۡوٓۡ اۡعلَم  َ   
Artinya : Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka 
takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyantun.  
2.5 Penelitian Terdahulu  
Dalam penelitian ini, penulis juga akan menjelaskan beberapa penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis akan teliti serta dapat 
digunakan untuk bahan kajian bagi penulis. Ada beberapa penelitian berkaitan, 
yaitu : 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

















Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan dana 
bantuan operasional sekolah di Kota Semarang 
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota 
Semarang sesuai guidelineatau arahan materi 
dalam melakukan fasilitasi dan monitoring 
sekolah-sekolah yang melakukan pengelolaan 
dana bantuan operasional sekolah dengan 
mandiri. Namun dalam melakukan pengawasan, 
Dinas Pendidikan secara melekat dibantu oleh 
Inspektorat Kota Semarang. Inspektorat Kota 
Semarang memiliki fungsi lebih khusus dalam 
melakukan pengawasan terhadap dana bantuan 
operasional Kendala dalam melaksanakan 
pengelolaan dan pengawasan dana bantuan 
operasional di Kota Semarang menjadi 
tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan Kota 
Semarang dan Inspektorat Kota Semarang untuk 
berbenah, seperti banyaknya sekolah di Kota 
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Semarang yang harus dilakukan monitoring 
sampai dengan pertanggung jawaban akan tetapi 
waktu untuk melakukan hal tersebut relatif 
singkat dan juga dalam melakukan pengawasan 
oleh Inspektorat Kota Semarang hanya dapat 
dilakukan samplingyang terkadang tidak 
mencakup semua sekolah di Kota 
Semarangsekolah yakni dengan melakukan 
pemeriksaan post audit yang harapannya dapat 
menjadikan pengelolaan lebih baik dengan SPJ 
yang lengkap, dengan begitu sekaligus dapat 
meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada 












Efektivitas pelaksanaan pengawasan dana BOS 
oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah 
baik secara sistem pengawasan, namun dalam 
penerapannya di lapangan pengawasan masih 
memiliki kekurangan. Hal ini dapat dilihat 
dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar 
yang tidak tegas dan tidak obyektif. Dimana 
dalam beberapa kasus pelanggaran penggunaan 
dana BOS Dinas Pendidikan masih merasa 
bahwa pelanggran masih dalama batas wajar dan 
memang tidak bisa dihindari. Contohnya 
pemberian gaji kepada tenaga guru honorer yang 
melebihi ketentuan yang sudah diatur di dalam 
JUKNIS BOS. 2.Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan 
Pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan 
Kota Pekanbaru. a.Faktor sumber daya manusia, 
jumlah tim pengawas lapangan tidak sebanding 
dengan jumlah sekolah SD yang ada di 
Pekanbaru. Jumlah pengawas SD hanya 50 
orang sedangkan menurut data jumlah SD di 
Pekanbaru 279 sekolah. Walaupun sudah diberi 
waktu yang cukup untuk pengawas, hal ini 
masih dirasa kurang baik mengingat tugas 
pengawas tidak hanya dalam urusan 
pengawasan dana BOS. b.Faktor pemberian 
sanksi, sanksi yang diberikan hanya berupa 
teguran dan tertulis. Dalam contoh kasus 
tertentu Dinas Pendidikan belum bisa mengatasi 
masalah pelanggaran dengan baik, karena masih 
















Pelaksanaan pengawasan dana BOS SDyang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Temanggung pelaksanaan sudah berjalan baik 
berdasarkan proses pengawasan yang terdiri dari 
tahap menentukan standar, pengukuran hasil, 
melakukan pembandingan ,dan pembetulan 
terhadap penyimpangan sudah dikatakan telah 
terlaksana dengan baik mengingat program dana 
BOS telah berjalan semenjak tahun 2005 dan 
sampai sekarang. Pada tahap penentuan standar 
sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang 
ditetapkan oleh Kemendikbud Tahap 
pembandingan dilakukan dengan melihat 
laporan serta transparansi yang dilakukan 
sekolah dengan memasang di papan 
pengumuman sehingga bisa dilihat jelas oleh 
siapa saja. Tahap pembentulan terhadap 
penyimpangan telah dilakukan dengan 
pembinaan yang rutin dilakukan sebelum 
kesalahan berkembang menjadi fatal. Sehingga 
tingkat penyimpangan yang terjadi relatif kecil. 
Faktor kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai 
hasil pengawasan relatif kecil karena langsung 
bisa ditangani dengan tindakan koreksi. 
 
2.6 Definisi Konsep 
Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. S.P. Siagian (2004:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari proses 
pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
2. Menurut Robert J Mocler Pelaksanaan Pengawasan Yaitu usaha sistematik 
menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang 
system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 
standar, menentukan dan mengukur deviasi deviasi dan mengambil 
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Tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumberdaya yang dimiliki 
telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. 
3. Bantuan Operasional sekolah yang selanjutnya disingkat BOS 
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah 
pusat untuk penyediaan pendanaan biaya Operasi personalia dan 
nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari alokasi dana nonfisik. 

























2.8 Variabel/Indikator Penelitian 
 
 Sugiyono (2014: 38) Menyatakan bahwa variable penelitian adalah suatu 
atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 
Proses Pengawasan J. Mockler (2003: 45) ada empat tahap 
: 
1. Menetapkan Standard an Metode untuk Mengukur 
Kinerja 
2. Mengukur kinerja  atau kegiatan yang dilakukan 
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar 
4. Melakukan tindakan koreksi 
1. Pengawasan Pelaksanaan Program 
Bantuan Operasional Sekolah BOS 
Yang Dilakukan Oleh Disdik INHIL 
2. Faktor yang mempengaruhi 
Pengawasan Pelaksanaan Program 
BOS Oleh Disdik INHIL 
Adanya Sekolah Penerima BOS Yang Tidak Memanfaatkan Dana Bos  
 




variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulannya. 
Tabel 2.2 Konsep Operasional 










dan metode untuk 
mengukur kinerja.  
 
1. Adanya pembagian tugas 
secara jelas 






1. Laporan Tertulis Pada 
Pegawai 
2. Melakukan Kunjungan 
Langsung 
Membandingkan 
kinerja sesuai dengan 
standar.  
1. Membandingkan hasil dengan 
standart yang telah ditetapkan  
2. Melakukan perbaikan atas 
terjadinya penyimpangan atau 
kesalahan 
 Melakukan tindakan 
koreksi.  
 
1. Memberi teguran 
2. Memberi peringatan 
 
Dari berbagai teori dan penjelasan tentang pengawasan, peneliti 
menggunakan teori pengawasan  J.  Mockler (2003: 45) yaitu langkah langkah  
dalam proses pengawasan Yang akan dijadikan tolak ukur Pengawasan 












3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dimulai sejak bulan November sampai 
dengan selesai dalam upaya mengumpulkan fakta-fakta yang memperkuat untuk 
penelitian ini. Dengan beberapa alasan, yaitu: 
1. Unsur kelangkaan studi berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan 
Program BOS di lokasi penelitian. Belum pernah dilakukan studi yang 
dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana Pengawasan Pelaksanaan 
Program BOS yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri 
Hilir 
2. Unsur alamiah, proses permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian terkait 
objek penelitian terjadi secara alamiah tanpa dibuat-buat. 
3. Unsur keterjangkauan. Lokasi penelitian terjangkau baik dari segi tenaga, 
dana, maupun efisiensi waktu. Sehingga memudahkan peneliti dalam 
proses penelitian. 
 
3.2 Jenis Dan Sumber Data 
Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini 
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain. 
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Pendekatan deskriptif demenurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu metode 
penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. 
Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain  secara holistik dan 
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks 
khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah : 
1. Data primer   
Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 
dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait penelitian ini, 
data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para 
informan peneliti. 
2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk 
laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen kantor, 
foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. Data ini 
digunakan untuk mendukung informasi dari data primer 
3.3  Metode Analisis  
Metode analisis menurut Sugiono (2012:244) adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
dilapangan dan dokumentasi dilapangan dengan cara mengorganisasikan data 
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kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat 
kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu menggumpulkan data secara sistematis, faktual, akurat, mengenai 
fakta-fakta yang ada.  
Penulis menggunakan metode deskriptif ini dimaksudkan agar 
memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang 
berkaitan dengan penelitian penulis. Langkah-langka penulis didalam menganalisa 
data ada empat langkah, yang pertama mengumpulkan data dengan cara observasi 
dan wawancara yang penulis lakukan dengan cara datang langsung kelapangan 
tempat penulis melakukan penelitian. Kemudian kedua, penulis melakukan 
reduksi data atau proses seleksi dari data yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya, 
ketiga penulis melakukan penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang 
tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Penyaji data diperoleh dari keterkaitan kegiatan dengan tabel. Langkah 
terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yakni dalam pengumpulan data yang telah 
penulis lakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan dengan cara menganalisa 
dari data-data yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data baik yang berasal 
dari sumber objek penelitian atau sumber internasional. Dalam penelitian ini 
teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah: 
1. Observasi atau Pengamatan  
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Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166) Observasi adalah 
proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi juga merupakan suatu proses 
pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat 
melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan. 
2. Wawancara atau interview 
Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancara 
disebut interviewee (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara dilakukan 
untuk mendapatkan data dari informan tentang Pelaksanaan Pengawasan Program 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh. Dalam hal 
ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang 
dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak 
menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 
3. Dokumentasi  
Sugiyono (2013:240) menjelaskan dokumen merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik 
pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data 
atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Digunakan untuk 
menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah 





3.5  Subjek Penelitian  
Subjek penelitian adalah orang atau individu yang akan memeberikan 
keterangan dan menjelaskan serta menjawab semua pertanyaan yang akan 
diberikan oleh penulis guna memberikan informasi seputar permasalahan yang 
dijawab dalam wawancara kepada penulis. Subjek lain menjadi responden dalam 
penelitian penulis, juga sebagai pemeberi informasi yang akurat dan terpercaya. 
Dengan adanya responden atau subjek tersebut akan mempermudah penulis dalam 
melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap 
sebuah penelitian yang sedang dilakukan 
3.6 Informan Penelitian 
  Penentuan subjek dibawah dilakukan berdasarkan metode Porposiv 
Sampling yaitu peneliti mentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang 
memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik Key 
Informen yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok 
yang di perlukan dalam penelitian. Yang di jadikan informen dalam penelitian ini 
adalah:  
 
Tabel 3.1 Daftar Key Informan 









Operator BOS SD 1 
3. 3
. 
Korwil Kecamatan Reteh 1 
4. 4
. 





Bendahara SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh 1 
6.  Komite SDN 009 Pulaukijang Kecamatan Reteh 1 
7.  Guru SDN 009 Kecamatan Reteh 2 





3.7 Validitas Data  
Validitas data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai usaha 
meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, pemeriksaan 
terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah baik apa yang 
dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan 
sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif 
(Lexy Moleong, 2005:320).  
Penelitian kualitatif validitas yang digunakan adalah triangulasi data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data tersebut (Lexy Moleong, 2005:330). Uji 
keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena untuk menguji keabsahan data 
dan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat0alat statistic. Begitu pula materi 
kebenaran yang tidak diuji berdasarkan kebenaran alat, sehingga substansi 
kebenaran tergantung kepada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu 
dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau 
kebeneran stakeholder (Burhan Bungin, 2012:205). Dalam penelitian ini, metode 
triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber. 
Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh dari sumber yang berbeda.  
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3.8 Teknik Analisis Data  
Analisis data menurut Bogdan dan Biken adalah upaya yang dilakukan 
dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa 
yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan 
kepada orang lain (Lexy Moleong, 2005:248).  
Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 
selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution 
menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan 
hasil penelitian (Sugiyono, 2009:336).  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
interaktif menurut Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman, 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan 
Hubberman, yaitu (Sugiyono, 2009:337-345) :  
1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari 
berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian 
dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, 
dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan 




2. Reduksi Data  
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya dan membuang 
yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 
data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu 
dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode-kode 
pada aspek tertentu.  
3. Penyajian Data  
Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam 
penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 
bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Milles dan Hubberman 
menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  
4. Penarikan Kesimpulan  
Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan 
Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 






GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 
 
4.1  Keadaan Geografis Indragiri Hilir 
Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan 
Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 ( LN RI No. 49 ). 
Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan 
gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 
7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai 
etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang 
sekarang terkenal dengan julukan “NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi 
perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara 
fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah 
dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan 
dipengaruhi oleh pasang surut. 
0 36'            Lintang Utara 
1 07'            Lintang Selatan 
104 10'        Bujur Timur 
102 30'        Bujur Timur 
Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan. 
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi. 
c. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu. 
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d. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau. 
(sumber:http//www.profil-inhil.com) 
4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 
 Dinas pendidikan adalah organisasi tekni/fungsional, dari tugas tugas dari 
pemerinta daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dibawah mentri 
pendidikan dan kebudayaan. Dan saat itu Dinas berada langsung di bawah bupati. 
Kemudian dirancang Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Dapertemen pendidikan 
dan kebudayaan diubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. 
 Pada masa peralihan Peleburan Dapertemen Pendidikan dan kebudayaan 
menjadi Dinas Pendidikan  Kabupaten Indragiri Hilir Hingga sampai saat ini 
berdiri dan berada di tengah tengah masyarakat serta menjalani dan melayani 
setiap hal hal yang berkaitan dengan masalah kedinasan.  
4.3  Susunan Organisasi Dinas Pendidikan  
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, terdiri dari : 
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan  
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.  
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat, terdiri dari: 
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 
2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan 




d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari: 
1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa; 
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa. 
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari: 
1. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan  
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa. 
f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 
1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 
Usia Dini; 
2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa; dan 
3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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4.4 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 
1. Kepala Dinas 
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di bidang Pendidikan.  
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan 
bidang Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan,  Pembinaan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan 
Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta 
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan   
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan, Pembinaan Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan; 
c. Penyelenggaraan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 
Pendidikan lingkup bidang Kesekretariatan,  Pembinaan Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan ;   
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d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan 
lingkup bidang Kesekretariatan,  Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan 
Sekolah Menengah Pertama, serta Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan ; dan  
e. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 
2. Sekretaris 
(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan 
urusan umum,  kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, keuangan 
dan pelaporan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran 
penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan; 
b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan 
administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan 
evaluasi, serta pelaporan  penyelenggaraan ketatatusahaan, 
kepegewaian, keuangan, kerumah tanggaan, keperotokolan, 
perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan; 
c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
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d. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran 
kesekretariatan;  
e. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 
f. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian 
aparatur; 
g. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; 
h. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan kesekretariatan; 
i. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja Badan yang meliputi 
Laporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 
(LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Dinas;  
j. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP);  
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 




a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub 
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan 
prioritas target sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Sub Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan; 
d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian 
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan; 
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan 
urusan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;  
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan 
kepegawaian. 




a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
d. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
e. yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.  
5. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan 
perlengkapan. 
(2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut:  
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub 
Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 




c. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan; 
d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang 
keuangan dan perlengkapan; 
e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang 
keuangan dan perlengkapan; 
f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan 
urusan bidang keuangan dan perlengkapan; 
g. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi 
berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja lingkup bidang 
keuangan dan perlengkapan; 
h. Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan Gaji dan Tunjangan 
PNS.  
i. Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan. 
j. Melaksanakan penerapan sistem informasi data keuangan, barang dan 
aset. 
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat 
(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 
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sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Masyarakat dan  Sarana Prasarana Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;  
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 
bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Masyarakat dan  Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat;  
b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Masyarakat dan  Sarana Prasarana Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  ; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Masyarakat dan  Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat  ; 
d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang 
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 
lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan  
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Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat  ; 
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan  Sarana Prasarana 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ; 
f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan 
anggaran bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, 
Pendidikan Masyarakat dan  Sarana Prasarana Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  ; 
7. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
(1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pendidikan Anak 
Usia Dini; 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran 
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini  
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lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan 
Pendidikan Anak Usia Dini; 
d. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi 
Pendidikan Anak Usia Dini lingkup  Pembinaan kurikulum, peserta 
didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini; 
e. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi 
Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta 
didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini; 
f. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan 
urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Pembinaan 
kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini; 
g. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini lingkup 
Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan Pendidikan Anak 
Usia Dini; 
h. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini; 
i. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 
penilaian Pendidikan Anak Usia Dini; 
j. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 
Pendidikan Anak Usia Dini; 
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k. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian Pendidikan Anak Usia Dini; 
l. Memfasilitasi kerjasama dengan pengelola dan lembaga mitra Pendidikan 
Anak Usia Dini; 
m. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini; 
n. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang 
pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik 
Pendidikan Anak Usia Dini; 
o. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan 
evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pendidikan Anak 
Usia Dini lingkup Pembinaan kurikulum, peserta didik dan kelembagaan 
Pendidikan Anak Usia Dini; 
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya; 
8. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat 
(1) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pendidikan 
Masyarakat. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran 
Seksi Pendidikan Masyarakat sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
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b. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pendidikan 
Masyarakat; 
c. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi 
Pendidikan Masyarakat lingkup  Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan 
Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan 
Gender, Pendidikan  
d. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi 
Pendidikan Masyarakat lingkup  Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan 
Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan 
Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Masyarakat; 
e. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan 
urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup  Pembinaan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman 
Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan,, 
Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat; 
f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup  Pembinaan 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, 
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Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, 
Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat; 
g. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan 
urusan Seksi Pendidikan Masyarakat lingkup  Pembinaan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman 
Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, 
Pengarusutamaan Gender, Pendidikan Keluarga dan Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat; 
h. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kurikulum dan penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga 
Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan 
Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender  dan Pendidikan 
Keluarga; 
i. Penyusunan bahan penetapan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal 
dan kriteria penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga 
Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan 
Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan 
Keluarga; 
j. Penyusunan bahan pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, 
Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, 
Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga; 
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k. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 
penilaian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan 
Pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan 
Keaksaraan, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Keluarga; 
l. Pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Bacaan 
Masyarakat, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, Pengarusutamaan 
Gender dan Pendidikan Keluarga; 
9. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat 
(1) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan    
Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang lingkup Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Masyarakat. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi 
Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  lingkup Pembangunan dan 
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pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat  ; 
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana Dan Prasarana 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;  
e. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan 
evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Sarana Dan Prasarana 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat lingkup 
Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  ; 
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
10. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 
(1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pembinaan Sekolah 
Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ;  
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang 
Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan 
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Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, 
sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa) ;  
b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Dasar 
lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan 
kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta 
didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar 
Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar 
Luar Biasa) ; 
d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan 
Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah 
Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan 
Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan 
prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa ; 
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Sekolah Dasar 
lingkup kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta didik dan Pembangunan Karakter 
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Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, sarana dan prasarana 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; 
f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran 
bidang Pembinaan Sekolah Dasar lingkup kurikulum, penilaian dan 
kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, peserta 
didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar 
Luar Biasa, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar 
Luar Biasa; 
11. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Dasar Luar Biasa 
(1) Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Bidang lingkup Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan 
Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran 
Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran 
yang akan dicapai;    
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan 
Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup 
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Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan 
kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;  
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kurikulum, 
Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa;  
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi 
Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah 
Dasar Luar Biasa lingkup Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan 
kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah 
Dasar Luar Biasa; 
f. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan 
urusan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup Pelaksanaan kebijakan dan 
pengembangan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Dasar Luar Biasa; 
g. Penyusunan Bahan Perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan 
pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian dan kelembagaan Seklah 
Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa; 
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
12. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah 
Dasar  dan Sekolah Dasar Luar Biasa 
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(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar  
dan Sekolah Dasar Luar Biasa  mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter Sekolah Dasar  dan Sekolah Dasar Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi 
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar  dan Sekolah Dasar 
Luar Biasa  sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter Sekolah Dasar  dan Sekolah Dasar Luar Biasa  lingkup Pembinaan 
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar 
dan Sekolah Dasar Luar  
d. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Peserta 
Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar  dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa  lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter 
peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar  dan Sekolah Dasar Luar Biasa  ;  
f. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan urusan 
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar  dan Sekolah 
Dasar Luar Biasa  lingkup Pembinaan minat, bakat, prestasi dan 
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pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa; 
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
13. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar 
Luar Biasa 
(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
lingkup Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi 
Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai 
renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  
b. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana dan Prasarana 
Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa;  
c. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Sarana dan 
Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa lingkup 
Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa  
d. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Sarana 
dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa lingkup 
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Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa ; 
e. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan 
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah dasar Luar Biasa 
lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar 
dan Sekolah Dasar Luar Biasa ; 
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
14. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 
(1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, 
dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan 
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa ;  
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 
bidang kurikulum, penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan 
pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
72 
  
Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;  
b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan kelembagaan 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan sarana dan 
prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa ; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, 
penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan 
karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan 
Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, penilaian, dan 
kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan 
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa ; 
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e. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran 
bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama lingkup kurikulum, 
penilaian, dan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa, peserta didik dan pembangunan 
karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa, dan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
15. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(1) Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kurikulum, Penilaian dan 
Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi 
Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
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lingkup Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan 
kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa; 
c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Kurikulum, 
Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa ;  
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Kurikulum, 
Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa;  
e. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan 
urusan Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup 
Pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kurikulum, penilaian dan 
kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa; 
f. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas 
Seksi Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
16. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
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(1) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Peserta Didik 
dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi 
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan 
Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama 
dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembinaan minat, 
bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; 
d. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembinaan 
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; 
e. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan 
urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah 
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Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembinaan 
minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; 
17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sarana dan Prasarana Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran 
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa  sesuai renstra dan prioritas target 
sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa  
lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; 
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Sarana dan 
Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa  ;  
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e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Sarana 
dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 
Pertama Luar Biasa  lingkup Pembangunan dan pengelolaan sarana dan 
prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama 
Luar Biasa; 
f. Mengumpulkan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan 
urusan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa lingkup Pembangunan dan 
pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
g. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas 
Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa   
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
18. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
(1) Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang 
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan 
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, 
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pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;  
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di 
bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 
pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa ;   
b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Guru dan 
Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan 
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, 
pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 
pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
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Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa ;  
d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pembinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan 
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, 
pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, 
pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran 
bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan lingkup pembinaan 
Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 
pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa, pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 




g. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga 
Kependidikan lingkup pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa, 
pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ; 
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
19. Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Anak Usia Dini 
(1) Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 
Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Kepala Bidang lingkup Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Anak Usia Dini. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran 
Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 
Usia Dini sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup Kualifikasi, 
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Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan 
PAUD; 
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pembinaan Guru Dan 
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;  
e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan 
petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pembinaan 
Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini lingkup 
Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga 
Kependidikan PAUD; 
f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi 
Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini 
lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga 
Kependidikan PAUD; 
g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan 
Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia 
Dini lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan 
Tenaga Kependidikan PAUD; 
h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
urusan Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 
Usia Dini lingkup Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru 
dan Tenaga Kependidikan PAUD; 
i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pembinaan Guru 
Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia;  
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j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
20. Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah 
Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa 
(1) Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Dasar Luar Biasa mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pembinaan Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran 
Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai renstra dan prioritas target sasaran 
yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa lingkup 
Kualifikasi, Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; 
d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pembinaan Guru Dan 
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;  
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pembinaan Guru 
Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa;  
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f. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan 
tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; 
g. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan tugas –tugas 
Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 
Sekolah Dasar Luar Biasa; 
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
bidang tugas dan fungsinya.  
21. Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa 
(1) Kepala Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah 
Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup 
Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 
dan Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa. 
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran 
Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa sesuai renstra dan 
prioritas target sasaran yang akan dicapai;  
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;   
c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan  pemecahan 
permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga 
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama lingkup Kualifikasi, 
84 
  
Sertifikasi dan Pengembangan Profesi guru dan Tenaga Kependidikan 
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar 
Biasa; 
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pembinaan 
Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;  
e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 




















KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka pada bab ini  peneliti 
menarik kesimpulan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan terkait 
pengawasan pelaksanaan program BOS yang dilakukan di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus SDN 009 Pulaukijang kecamatan Reteh) 
belum dilakukan secara optimal. karena pengawasan pihak Dinas Pendidikan 
tidak dilakukan secara menyeluruh kesetiap sekolah khususnya pada SDN 009 
Pulaukijang Kecamatan Reteh pihak dinas tidak melakukan kunjungan langsung 
untuk melakukan pengawasan.  Kemudian  pengawasan hanya dilakukan setahun 
sekali padahal menurut pengakuan pihak dinas di haruskan diadakan pertemuan 
atau kunjungan langsung tiap triwulan dalam pelaksanaan pengawasan. Namun 
berdasarkan proses tahap pengawasan yang terdiri dari tahap menentukan standar, 
pengukuran hasil, melakukan pembandingan, dan pembetulan terhadap 
penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik. Pada tahap 
penentuan standar sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh 
Kemendikbud, yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk 
Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Tahap pengukuran hasil bisa dilihat melalui 
pembukuan, SPJ dan laporan BOS online yang selalu dibimbing langsung oleh 
Tim Manajemen. Tahap pembandingan dilakukan dengan melihat laporan serta 
transparansi yang dilakukan sekolah dengan memerintahkan tiap sekolah 
memasang di papan pengumuman sehingga bisa dilihat jelas oleh siapa saja. 
Tahap pembentulan terhadap penyimpangan telah dilakukan dengan pembinaan 
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yang rutin dilakukan sebelum kesalahan berkembang menjadi fatal. Sehingga 
tingkat penyimpangan yang terjadi relatif kecil. 
Selain itu, Terdapat  Faktor-faktor  yang mempengaruhi pengawasan yaitu 
faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong Pelaksanaan 
pengawasan dana BOS di Dinas Pendidikan kabupaten INHIL  yaitu kedisiplinan, 
semangat pelaksana, dana insentif serta ketaatan pada aturan. Sedangkan untuk 
faktor penghambat yaitu komunikasi yang kurang antar pelaksana, waktu dan 
kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah 
yang diawasi jumlahnya banyak, sementara SDM yang tersedia belum 
mempunyai kemampuan yang merata. 
 
6.2   Saran 
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) di Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL. Maka peneliti memberikan saran  
Pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir perlu 
ditingkatkan kembali untuk lebih meminimalisir kesalahan dan meningkatkan 
pemahaman akan Petunjuk Penggunan Dana BOS. 
Kemudian sebaiknya Pertemuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan 
dana BOS dilakukan sesuai dengan aturan yaitu setiap triwulan sekali yang artinya 
setahun empat kali. Perlu adanya perbaikan dalam hal manajemen waktu dan 
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UNTUK PIHAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INHIL 
TERKAIT PENGAWASAN DANA BOS 
 
Indikator : menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja 
Sub indikator: Adanya pembagian tugas secara jelas 
1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kebijakan Program Bantuan 
Operasional Sekolah? 
2. Apakah ada standar bapak/ ibu dalam menjalanan program BOS ini? 
3. Bagaimana prosesnya bapak/ibu dalam menjalankan standar ini? 
4. Apakah pembagian tugas pada tim menejemen BOS Kabupaten telah 
dilakukan secara jelas? Bagaimana prosesnnya? 
5. Bagaimana ketentuan membentuk tim menejemen BOS sekolah? 
6. Apakah komite sekolah diperbolehkan sebagai tim menejemen BOS 
sekolah? 
Sub indikator: adanya waktu pencapaian tujuan 
1. Apakah penyaluran dana BOS tahun 2019 tepat waktu? Jika terlambat 
mengapa? 
2. Apakah ada standar waktu yang ditetapkan oleh tim menejemen BOS 
kabupaten dalam melakukan pengawasan? 
3. Berapa kali pelaksanaan monitoring BOS tahun 2019 kesekolah? 
Khususnya ke SDN 009 pulau kijang? 
4. Kapan batas waktu yang di tetapkan oleh tim menejemen BOS kabupaten 
untuk pelaporan hasil realisasi anggaran dana BOS oleh tiap sekolah 
penerima BOS? 
 
Indikator : mengukur kinerja/ mengukur kegiatan yang dilakukan 
Sub indikator: laporan tertulis pegawai 
1. Bagaiamana bentuk laporan hasil pertanggung jawaban dana BOS ? 
2. Siapa yang membuat laporan? 




Sub indikator: melakukan kunjungan langsung 
1. Berapa kali sosialisasi BOS dilakukan? 
2. Apakah ada pelatihan atau workshop untuk BOS 2019? 
3. Berapa kali pelaksanaan monitoring BOS tahun 2019 kesekolah? 
Khususnya di SDN 009 Pulau Kijang? 
sub indikator: mengamati hasil kerja 
1. Bagaiamna bentuk pengawasan yang dilakukan? 
2. Apa saja yang perlu diamati dalam pengawasan pelaksanaan program BOS 
ini? 
3. Apakah pengawasan dilakukan tepat waktu? 
4. Hambatan apa saja yang di hadapi dalam proses pengawasan? 
5. Apa saja factor factor yang mempengaruhi pengawasan? 
 
Indikator  : membandingkan kinerja sesuai dengan standar 
Sub indikator : membandingkan hasil dengan standar yang telah di tetapkan 
1. Bagaimana Tindakan yang  dilakukan dalam membandingkan hasil kerja 
dengan standar? 
2. Jika hasil kinerja tidak sesuai dengan standar/pedoman bagaimana 
Tindakan yang perlu di ambil? 
3. Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam pelaksanaan Program 
BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil? 
Sub indikator : melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau 
kesalahan 
1. Bagaiamana cara menyikapi jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan 
program BOS ini? 
2. Apakah perlu di lakukan Tindakan jika terjadi penyimpangan? 
 
Indikator : melakukan Tindakan koreksi bila diperlukan 
Sub indikator : memberikan teguran 
1. Apakah perlu adanya teguran jika terjadi penyimpangan? 




Sub indikator : memberi peringatan 
1. Apa bentuk peringatan yang diberikan? 
2. Apakah peringatan ini sudah sesuai juknis? 





























DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH 
DASAR SDN 009 PULAUKIJANG KECAMATAN RETEH 
 
1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kebijakan Program 
Bantuan Operasional Sekolah? 
2. Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah 
Dasar pada Sekolah yang Bapak/ibu pimpin saat ini? 
3. Apakah pembagian tugas pada tim menejemen BOS sekolah telah 
dilakukan secara jelas? Bagaimana prosesnya? 
4. Apa standar bapak/ibu dalam pelaksaan program BOS ini 
5. Berdasarkan apa  ditetapkannya pembagian tugas pada tim 
menejemen BOS sekolah? 
6. Apakah komite sekolah dapat ikut serta dalam tim menejemen BOS 
sekolah?  
7. Adakah SOP (standar operasional prosedur) dalam pelaksanaan 
Program BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil? 
8. Apakah penyaluran Dana Bos 2019 tepat waktu? Jika terlambat 
mengapa? 
9. Apakah ada pihak dari dinas pendidikan memberikan sosialisasi 
terkait program BOS ? 
10. Apa saja kendala/hambatan yang Bapak/ibu hadapi dalam 
penggunaan Dana BOS tersebut? 





12. Apakah pengawas sekolah melakukan pengawasan bagaimana 
bentuknya? 
a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas 
pendidikan terhadap Dana BOS di sekolah yang bapak/ibu 
pimpin? 
b. Apa saja yang diamati dalam pengawasan pelaksanaan BOS 
ini? 
c. Apakah pengawasan dilakukan tepat waktu? 
13. Bagaimana (bentuk &) mekanisme pelaporan pertanggungjawaban 
yang bapak/ibu sampaikan ke Dinas pendidikan terhadap 
penggunaan dana BOS khususnya disekolah dasar? 
a. Kapan pelaporan pertanggungjawabn itu disampaikan? 
14. Terkait Pengelolaan Dana BOS Bagaimana proses dan mekanisme 

















LEMBAR PERTANYAAN UNTUK BENDAHARA SEKOLAH 
SDN 009 PULAUKIJANG KECAMATAN RETEH 
 
 
1. Apa sajakah tugas Bapak/Ibu berkaitan dengan pengelolaan dana 
BOS? 
2. Bagaimana prosesnya ibu di tugaskan sebagai bendahara BOS untuk 
sekolah SDN 009 ini? 
3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan 
dana BOS dibukukan secara rapi? 
4. Bagaimana bentuk laporan dana BOS ini? 
5. Apakah bendahara BOS bisa melaksanakan pembukuan secara 
rutin? Mengapa? 
6. Untuk apa saja penggunaan BOS tersebut Pak/buk? 
7. Apakah unit-unit yang dibiayai oleh BOS seluruhnya telah 
dituangkan dalam rencana yang ditentukan. 
8. Apakah pihak dinas Pendidikan pernah melakukan kunjungan 
langsung sebagai bentuk pengawasan dana BOS? 
9. Apakah pihak korwil dan komite terlibat dalam melakukan 
pengawasan? 






PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KOMITE SEKOLAH SDN 009 
PULAUKIJANG KECAMATAN RETEH 
1. Bagaimana pemahaman bapak terkait program Dana BOS? 
2. Bagaimana peran bapak dalam pelaksana program Dana BOS untuk 
sekolah SDN 009 ini pak? 
3. Apakah bapak terlibat dalam pengawasan Dana BOS yang dilakukan oleh 
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten INHIL? 
4. Apakah Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten ada melakukan pengawasan 
disekolah SDN 009 ini ? 
5. Apakah pihak korwil terlibat dalam melakukan pengawasan di SDN 009 
ini ? 
 
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU SDN 009 PULAUKIJANG 
KECAMATAN RETEH 
 
1. Apa sajakah kegiatan siswa yang dibiayai oleh BOS? 
2. Apakah penggunaan dana BOS selalu melibatkan guru? Mengapa? 
3. Jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan, apakah yang 
dilakukan oleh guru penanggung jawab kegiatan siswa? 
4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana 
untuk kegiatan peserta didik ? 










Wawancara Bersama Ibu Neneng Selaku Seksi Pengolah Data Program BOS SDi Dinas 
Pendidikan Kabupaten IINHIL (23 Februari 2021) 
 
Wawancara Bersama Ibu Neneng Selaku Seksi Pengolah Data Program BOS SD dan 
Ibu Teteh Selaku Operator Program BOS SD 





Foto Bersama Ibu Neneng Selaku Seksi Pengolah Data Program BOS SD dan Ibu Teteh 
Selaku Operator Program BOS SD 
Di Dinas Pendidikan Kabupaten IINHIL (23 Februari 2021) 
 
 
Wawancara Dengan Bapak Sabaruddin Selaku Kepala Sekolah SDN 009 Pulaukijang 







Foto Bersama Bapak kepala sekolah SDN 009 pada saat pengumpulan Data Di Sekolah 
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